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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, NIK. 7304031005600004, tempat dan tanggal lahir Karampuang, 10

Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil,  Pendidikan  Strata  I,  tempat  kediaman  di  Xxxxxxxx,

Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxx,  NIK. -,  tempat dan tanggal lahir Tolo, 19 Juni 1970, agama Islam,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Xxxxxxxx,  Kabupaten

Jeneponto, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam surat  pemohonannya  tanggal  02  Desember

2020  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Jeneponto,  dengan  Nomor

399/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 02 Desember 2020,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan  Termohon  telah  menikah  pada hari  Minggu

tanggal 07 September 1997 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal

1418  H.,  yang  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kelara,
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Kabupaten  Jeneponto,  sesuai  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

221/5/IX/1997, tanggal 01 Desember 2020;  

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

rumah sendiri selama kurang lebih 23 tahun;  

3. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  dikaruniai  3  orang  anak,

masing-masing bernama: 

3.1. xxxxxxxxx, umur 23 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.2. xxxxxxxxx, umur 19 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.3. xxxxxxxxx, umur 15 tahun, tinggal bersama Termohon; 

4. Bahwa  pada  kenyataannya  ikatan  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon  telah  mengalami  keretakan  atau  setidak-tidaknya  kehampaan

hubungan suami isteri sejak tahun 2018 berdasarkan keadaan dan sebab-

sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa,  Pemohon dan  Termohon seringkali  terlibat  perselisihan

dan pertengkaran, Termohon tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai

seorang  istri  tidak  ingin  disentuh  dan  tidak  lagi  ingin  berhubungan

badan dengan Pemohon, tidak memperhatikan Pemohon, mengurus

dan memasak untuk Pemohon sejak tahun 2019;  

4.2. Bahwa,  Termohon  seringkali  berbohong  dan  tidak  terbuka

persoalan keuangannya;  

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan

Agustus  2020  Pemohon  pergi  meninggalkan  Termohon,  dengan

sepengetahuan  Termohon  yang  hingga  sekarang  tidak  pernah  kembali

selama kurang lebih 5 bulan lamanya;  

6. Bahwa  dengan  keadaan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Pemohon

merasa  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap  mempertahankan  ikatan

pernikahan dengan Termohon;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Jeneponto,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
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2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu

raj’i  terhadap  Termohon,  Xxxxxxxx,  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Jeneponto;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;  

Subsider:

 Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  untuk  pemeriksaan  dan  mengadili  perkara  ini  Majelis  Hakim

Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan,

panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  Pemohon  hadir

dipersidangan secara  in persoon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah  meskipun  berdasarkan  relaas  panggilan  Nomor

399/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara

ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa  selanjutnya  dibacakanlah  surat  permohonan  Pemohon,  yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti  berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal  05 November 2018

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tamalatea,
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Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup,

distempel pos diberi tanda bukti  P;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti saksi

dalam persidangan dengan alasan tidak ada keluarga maupun tetangga yang

bersedia menjadi saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan  pada  tanggal  17  Desember  2020,  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan

diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon

untuk  hadir  di  persidangan,  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Pasal  55

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989  tentang Peradilan Agama dan Pasal 26

ayat  (1)   Peraturan   Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

panggilan  tersebut  telah  disampaikan sesuai  dengan tata  cara  pemanggilan

yang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3)  dan ayat (4)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan relaas panggilan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan

oleh  Hakim  Ketua  Majelis  di  persidangan  Termohon  telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon  tersebut
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disebabkan  suatu  alasan  yang  dibenarkan  undang-undang,  maka  Majelis

Hakim  berpendapat  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,  permohonan

Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar

rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,

maka  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor 1 Tahun 2016  Tentang Prosedur Mediasi,  maka perkara tersebut tidak

dapat dimediasi; 

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  adalah sejak

tahun  2020  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus meneus dan sejak  Agustus 2020,  Pemohon  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  tidak  keberatan  terhadap

keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi

akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

dibuktikan dengan  akta  nikah,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  akta  nikah

tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi

meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh

Hakim Ketua Majelis  ternyata  cocok,  menerangkan  bahwa antara  Pemohon

dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  dan  belum  pernah  bercerai,  Majelis

Hakim berpendapat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P yang telah memenuhi syarat

formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan

Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim
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berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon,

Pemohon  telah  mampu  membuktikan  dalil  permohonannya,  oleh  karena  itu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan

Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar  perceraian  yang diajukan Pemohon adalah

karena  alasan  Perselisihan  dan  Pertengkaran  secara  terus  menerus,  maka

terhadap perkara ini berlaku penjelasan pasal demi pasal Pasal 76  ayat (1)

Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang

menyebutkan bahwa Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus

antara  suami  dan  istri,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

alasan  perceraian  yang  disebabkan  karena  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga,  hal  tersebut  pula sama dengan maksud  sebagaimana

tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

Menimbang, bahwa  karena  Majelis  Hakim  berpendapat  alasan

perceraian  berdasarkan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama, alat bukti dalam perkara perceraian  dengan alasan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal  76 ayat  (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, maka

Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

dalam perkara ini  adalah saksi yang berasal dari  keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat 

menghadirkan alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian, maka 

Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil 

permohonannnya, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;
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Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan

permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon

telah  terjadi  pertengkaran  yang  terus-menerus  dan  tidak  ada harapan  akan

hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan

Pemohon telah  sesuai  dengan  alasan perceraian  menurut  Pasl  76  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  telah  sesuai

dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama jis.  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat akan

memeriksa dan memutus perkara ini yang dihubungkan dengan  permohonan

Pemohon telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak beralasan, meskipun tidak

memelawan hukum, tetapi  karena syarat  dikabulkannya permohonan adalah

permohonan  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal

49  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  pasal-pasal  dari  Rbg.,  Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Membebankan  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  17  Desember  2020

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  01 Jumadilawal  1442 Hijriah,  oleh kami

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan

Itsnaatul  Lathifah,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Abdul  Rahman,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya Proses Rp50.000,00
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3. Panggilan      Rp 240.000,00

4. PNBP Panggilan pertama Rp20.000,00

5. Redaksi          Rp10.000,00

6. MeteraiRp6.000,00                             

       Jumlah   Rp356.000,00

      (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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